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Abstrak 
Penilaian risiko kecurangan (Fraud Risk Assessment) merupakan bagian integral dari audit 
forensik dan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pencegahan serta pengungkapan 
tindak pidana korupsi. Di Indonesia, audit forensik memiliki landasan hukum yang kuat, seperti 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 
menjadi dasar dalam pemberantasan korupsi, Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007 tentang 
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang memberikan panduan pemeriksaan 
keuangan negara, serta Standar Jasa Investigasi 2021 yang mengatur prinsip dan prosedur audit 
investigatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi kompetensi auditor dalam menerapkan 
Fraud Risk Assessment sesuai dengan ketentuan hukum, serta menganalisis tantangan yang 
dihadapi auditor dalam mendeteksi dan melaporkan indikasi kecurangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa efektivitas audit forensik dalam mencegah korupsi sangat bergantung 
pada sinergi antara kompetensi auditor, penerapan regulasi hukum yang konsisten, dan 
pemanfaatan teknologi pendukung. 

Namun, terdapat berbagai tantangan signifikan, termasuk keterbatasan kompetensi auditor 
dalam aspek hukum, resistensi dari entitas yang diaudit, serta kurangnya koordinasi dengan 
aparat penegak hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini merekomendasikan 
penguatan pelatihan hukum bagi auditor, peningkatan keterampilan penggunaan teknologi, dan 
optimalisasi kerangka regulasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan 
negara. 

Kata Kunci: Audit Forensik, Penilaian Risiko Kecurangan, Korupsi, Regulasi Hukum, 
Kompetensi Auditor 
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Latar Belakang 

Kasus korupsi di Indonesia telah menjadi 

perhatian serius di berbagai tingkat, baik 

nasional maupun internasional. 

Transparency International (2023) dalam 

Indeks Persepsi Korupsi (Corruption 

Perceptions Index) menempatkan 

Indonesia pada peringkat yang relatif 

rendah dibandingkan negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara. Peringkat ini 

mencerminkan bahwa korupsi masih 

menjadi tantangan besar dalam tata kelola 

pemerintahan dan sektor swasta di 

Indonesia. Korupsi tidak hanya berdampak 

pada kerugian finansial negara tetapi juga 

melemahkan kepercayaan masyarakat 

terhadap institusi publik. Hal ini pada 

akhirnya menghambat pertumbuhan 

ekonomi serta pembangunan yang 

berkelanjutan (Brusca et al., 2018). 

Fenomena korupsi di Indonesia sering kali 

terkait dengan lemahnya pengawasan 

terhadap laporan keuangan dan sistem 

pengendalian internal. Dalam konteks ini, 

penelitian oleh Gupta dan Kumar (2020) 

mengidentifikasi bahwa ketidaksesuaian 

laporan keuangan dapat menjadi indikator 

awal terjadinya fraud yang berpotensi 

berkembang menjadi kasus korupsi. Di 

Indonesia, laporan keuangan publik dan 

pengelolaan anggaran sering kali tidak 

memenuhi prinsip transparansi dan 

akuntabilitas sebagaimana yang 

diharapkan. Akibatnya, hal ini membuka 

peluang terjadinya penyimpangan dalam 

pengelolaan anggaran, baik di sektor publik 

maupun swasta (Ejiogu et al., 2020). 

Salah satu solusi utama untuk mengatasi 

masalah ini adalah memperkuat peran 

auditor forensik dalam mendeteksi dan 

mengungkap potensi kecurangan. Auditor 

forensik memainkan peran strategis karena 

mereka bertugas memastikan bahwa 

pengelolaan keuangan telah sesuai dengan 

peraturan hukum yang berlaku. Lebih dari 

itu, auditor forensik juga bertugas 

menyusun temuan yang dapat menjadi 

bukti yang relevan dalam proses penegakan 

hukum (Okafor et al., 2020). Namun 

demikian, efektivitas auditor forensik 

sangat bergantung pada keahlian teknis dan 

pemahaman mendalam terhadap regulasi 

hukum yang relevan. 

Regulasi hukum di Indonesia memberikan 

dasar yang kuat untuk mendukung upaya 

pencegahan dan penindakan tindak pidana 

korupsi. Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi merupakan kerangka hukum yang 

menekankan pentingnya akuntabilitas dan 

transparansi dalam tata kelola keuangan 

negara. Undang-undang ini mencakup 

berbagai bentuk tindakan korupsi, seperti 

penggelapan, penyalahgunaan wewenang, 

dan manipulasi data keuangan. Selain itu, 

undang-undang ini juga memberikan 

landasan hukum untuk menindak pelaku 

korupsi, baik individu maupun entitas 

hukum, yang telah menyalahgunakan 

kekuasaan mereka untuk keuntungan 

pribadi atau kelompok tertentu (UU No. 20 

Tahun 2001). 

Meskipun demikian, implementasi 

peraturan ini menghadapi tantangan yang 

tidak ringan. Salah satunya adalah 

bagaimana auditor dapat menjalankan tugas 

mereka dengan menggabungkan 

pendekatan audit forensik yang 

komprehensif dan pemahaman mendalam 

terhadap risiko fraud. Kompetensi auditor 

menjadi kunci untuk menjawab tantangan 

ini. Auditor dituntut untuk memiliki 

pemahaman yang baik terhadap regulasi 

hukum yang berlaku, mampu menerapkan 

metode audit forensik secara efektif, dan 

memiliki keterampilan analitis yang 

mendalam untuk mengidentifikasi risiko 

fraud dalam berbagai situasi. Penelitian 

oleh Murdock (2018) menunjukkan bahwa 

auditor dengan kompetensi tinggi 

cenderung lebih mampu mendeteksi fraud 

yang kompleks, bahkan di lingkungan yang 

menghadapi keterbatasan waktu dan 

sumber daya. 

Lebih jauh lagi, penguatan kompetensi 

auditor tidak hanya akan meningkatkan 

kualitas audit, tetapi juga memberikan 

dampak positif dalam mendukung 

transparansi dan akuntabilitas keuangan. 

Hal ini sejalan dengan rekomendasi 

Transparency International (2023), yang 

menekankan pentingnya memperkuat 

institusi pengawas, termasuk auditor, untuk 

memberantas korupsi secara sistematis. 

Dalam praktiknya, auditor forensik sering 

kali menghadapi tantangan teknis, seperti 

kurangnya data atau keterbatasan akses 

terhadap informasi yang relevan. Selain itu, 

kendala waktu sering kali menjadi 

hambatan dalam penyelesaian audit yang 

berkualitas. Oleh karena itu, 

pengembangan kompetensi melalui 

pelatihan yang berorientasi hukum, serta 

dukungan teknologi, menjadi sangat 

penting untuk meningkatkan efektivitas 

peran auditor forensik dalam mendeteksi 

fraud. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi relevansi regulasi hukum 

dengan kompetensi yang harus dimiliki 

auditor forensik di Indonesia. Penelitian ini 

juga berupaya mengidentifikasi tantangan 
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utama yang dihadapi dalam mendeteksi 

fraud, serta memberikan rekomendasi 

strategis untuk meningkatkan sinergi antara 

kerangka hukum dan kompetensi 

profesional auditor. Dengan demikian, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

panduan bagi pengambil kebijakan dan 

praktisi dalam memberantas korupsi secara 

efektif dan berkelanjutan. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi relevansi 

regulasi hukum yang berlaku di 

Indonesia dengan peran auditor 

forensik dalam mendeteksi dan 

mencegah fraud. 

2. Menganalisis kompetensi utama 

yang diperlukan oleh auditor 

forensik untuk menjalankan 

tugas mereka secara efektif 

sesuai dengan kerangka hukum 

yang ada. 

3. Mengkaji tantangan utama yang 

dihadapi auditor forensik dalam 

mendeteksi fraud di Indonesia, 

termasuk hambatan teknis, 

regulasi, dan sumber daya. 

4. Memberikan rekomendasi 

strategis untuk meningkatkan 

sinergi antara kerangka hukum, 

kompetensi auditor, dan 

efektivitas audit forensik dalam 

mendukung upaya 

pemberantasan korupsi. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoretis: 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu audit forensik, 

khususnya dalam konteks hukum di 

Indonesia, dengan menyediakan kerangka 

analisis yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan efektivitas auditor dalam 

mendeteksi fraud. 

Manfaat Praktis: 

1. Memberikan panduan bagi 

auditor forensik dalam 

memahami dan menerapkan 

regulasi hukum yang relevan 

untuk mendeteksi fraud. 

2. Menyediakan masukan bagi 

pengambil kebijakan untuk 

memperkuat kerangka hukum 

yang mendukung audit forensik 

dan transparansi keuangan. 

3. Memberikan rekomendasi bagi 

lembaga pengawasan untuk 

meningkatkan pelatihan 

kompetensi hukum bagi auditor 

forensik. 

Manfaat Kebijakan: 
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Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi 

pemerintah dan institusi terkait untuk 

menyusun kebijakan strategis yang 

mendukung pemberantasan korupsi melalui 

optimalisasi peran auditor forensik. 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana relevansi regulasi 

hukum yang berlaku di 

Indonesia dalam mendukung 

peran auditor forensik untuk 

mendeteksi fraud? 

2. Kompetensi apa saja yang 

paling dibutuhkan oleh auditor 

forensik untuk menjalankan 

tugas mereka sesuai dengan 

kerangka hukum yang ada? 

3. Tantangan apa saja yang 

dihadapi auditor forensik dalam 

mendeteksi fraud, baik dari 

aspek teknis, regulasi, maupun 

sumber daya? 

4. Bagaimana strategi yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan 

sinergi antara kerangka hukum, 

kompetensi auditor, dan 

efektivitas audit forensik dalam 

mendukung pemberantasan 

korupsi? 

Tinjauan Pustaka 

a. Audit Forensik sebagai Instrumen 

Pencegahan Fraud 

 

Audit forensik didefinisikan sebagai 

penerapan teknik audit untuk 

mendeteksi dan menyelidiki tindakan 

kecurangan (fraud) yang memiliki 

dampak hukum (Murdock, 2018). 

Dalam konteks ini, audit forensik 

bertujuan untuk mengidentifikasi 

kesalahan atau pelanggaran, baik yang 

disengaja maupun tidak disengaja, 

dalam pengelolaan keuangan suatu 

entitas. Penelitian Gupta dan Kumar 

(2020) menunjukkan bahwa audit 

forensik memainkan peran penting 

dalam mengurangi risiko fraud melalui 

pendekatan berbasis bukti yang dapat 

digunakan dalam proses penegakan 

hukum. 

Fraud Risk Assessment (FRA) menjadi 

salah satu elemen kunci dalam audit 

forensik. FRA memungkinkan auditor 

untuk mengidentifikasi area dengan 

risiko tinggi yang memerlukan 

perhatian lebih dalam proses audit 

(Fortvingler & Szívós, 2016). Di 

Indonesia, penerapan FRA sering kali 

menghadapi tantangan teknis dan 

regulasi, terutama dalam lingkungan 

yang kompleks seperti lembaga 

pemerintah atau perusahaan swasta 
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dengan sistem keuangan yang besar dan 

berlapis. 

 

 

b. Regulasi Hukum dalam Audit 

Forensik di Indonesia 

 

Regulasi hukum di Indonesia telah 

memberikan kerangka kerja yang jelas 

untuk mendukung audit forensik, 

terutama melalui Undang-Undang No. 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Undang-

undang ini menekankan pentingnya 

transparansi dan akuntabilitas dalam 

tata kelola keuangan negara serta 

menetapkan bahwa korupsi mencakup 

tindakan seperti penggelapan, 

penyalahgunaan wewenang, dan 

manipulasi laporan keuangan. 

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

(SPKN) juga memberikan pedoman 

bagi auditor dalam mendeteksi 

ketidaksesuaian dan pelanggaran 

terhadap regulasi hukum (Ejiogu et al., 

2020). SPKN mengharuskan auditor 

untuk melakukan investigasi lebih 

mendalam jika ditemukan indikasi 

fraud dalam pemeriksaan awal. Namun, 

implementasi regulasi ini sering kali 

menghadapi kendala, seperti kurangnya 

pelatihan auditor dalam memahami 

aspek hukum dan keterbatasan waktu 

dalam pelaksanaan audit. 

Dari sudut pandang hukum, regulasi ini 

dilengkapi dengan Peraturan 

Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 

Masyarakat dan Pemberian 

Penghargaan dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

yang memberikan landasan untuk 

keterlibatan masyarakat dan 

profesional, termasuk auditor, dalam 

upaya pemberantasan korupsi. 

 

c. Kompetensi Auditor Forensik dalam 

Aspek Hukum 

 

Kompetensi hukum menjadi aspek 

krusial dalam audit forensik. Auditor 

diharapkan memiliki pemahaman yang 

mendalam terhadap regulasi terkait 

tindak pidana korupsi, hukum acara 

pidana, serta ketentuan yang berkaitan 

dengan pembuktian. Misalnya, dalam 

sistem pembuktian hukum pidana di 

Indonesia, bukti dari hasil audit 

forensik dapat digunakan sebagai alat 

bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP). 

Penelitian oleh Okafor et al. (2020) 

menunjukkan bahwa auditor dengan 

pemahaman hukum yang memadai 

mampu menyusun laporan audit yang 

dapat digunakan secara efektif dalam 

proses litigasi. Selain itu, Undang-
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Undang No. 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga 

menegaskan peran auditor dalam 

mendeteksi aliran dana yang 

mencurigakan sebagai bagian dari 

investigasi keuangan yang berbasis 

hukum. 

d. Tantangan Hukum dalam 

Penerapan Audit Forensik 

 

Tantangan utama dalam penerapan 

audit forensik dari sudut hukum 

meliputi kurangnya koordinasi antara 

auditor dan aparat penegak hukum, 

ketidakpastian interpretasi regulasi, 

serta resistensi dari pihak yang diaudit. 

Penelitian oleh Gupta dan Kumar 

(2020) dan Ejiogu et al. (2020) 

menyoroti perlunya peningkatan 

pemahaman hukum di kalangan auditor 

agar mereka dapat berkontribusi secara 

optimal dalam investigasi hukum. 

 

e. Integrasi Teknologi dalam Audit 

Forensik dan Hukum 

 

Penggunaan teknologi dalam audit 

forensik, seperti perangkat lunak Fraud 

Risk Assessment Matrix (FRAM), 

memungkinkan auditor untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data 

secara efisien. Dari perspektif hukum, 

teknologi ini harus digunakan sesuai 

dengan prinsip kerahasiaan dan 

perlindungan data pribadi, seperti yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data 

Pribadi. 

 

f. Penelitian Sebelumnya yang 

Mendukung 

− Brusca et al. (2018): Menekankan 

hubungan antara transparansi, 

akuntabilitas, dan upaya 

pencegahan korupsi di sektor 

publik. 

− Gupta dan Kumar (2020): 

Mengidentifikasi peran audit 

forensik dalam mendeteksi fraud 

dan mengurangi risiko keuangan. 

− Ejiogu et al. (2020): Mengulas 

tantangan dalam penerapan regulasi 

yang mendukung transparansi dan 

akuntabilitas di negara berkembang. 

− Murdock (2018): Menyoroti 

pentingnya kompetensi profesional 

auditor dalam mendeteksi 

kecurangan yang kompleks. 

− Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001: Menjadi kerangka utama 

pemberantasan korupsi di 

Indonesia. 

− Peraturan Pemerintah No. 43 

Tahun 2018: Memberikan dasar 

hukum untuk partisipasi profesional 

dalam pencegahan korupsi. 
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g. Relevansi dengan Penelitian Ini 

 

Tinjauan pustaka ini menunjukkan 

bahwa audit forensik tidak hanya 

memerlukan pendekatan teknis, tetapi 

juga harus selaras dengan kerangka 

hukum yang relevan. Penelitian ini 

berfokus pada mengidentifikasi 

relevansi regulasi hukum dengan 

kompetensi auditor, tantangan utama 

yang dihadapi, serta strategi untuk 

meningkatkan efektivitas audit forensik 

dalam mendukung pemberantasan 

korupsi di Indonesia. Dengan perspektif 

ini, penelitian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan 

dalam penguatan peran hukum dalam 

audit forensik. 

Metodologi Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif-

analitis. Pendekatan ini dipilih untuk 

memahami secara mendalam relevansi 

antara regulasi hukum, kompetensi 

auditor forensik, dan tantangan yang 

dihadapi dalam mendeteksi fraud di 

Indonesia. 

b. Jenis dan Sumber Data 

 

Penelitian ini menggabungkan data 

primer dan sekunder. 

− Data Primer: Dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam 

dengan auditor forensik, pakar 

hukum, dan akademisi di bidang 

audit dan hukum. Wawancara ini 

bertujuan untuk menggali 

perspektif mereka mengenai 

relevansi regulasi hukum dengan 

kompetensi auditor, serta tantangan 

yang dihadapi dalam praktik audit 

forensik. 

− Data Sekunder: Berasal dari 

dokumen hukum, seperti Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001, 

Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN), jurnal ilmiah, dan 

laporan institusi seperti 

Transparency International. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

− Wawancara Semi-Terstruktur: 

Digunakan untuk memperoleh 

informasi dari narasumber 

mengenai pengalaman dan 

pandangan mereka terkait audit 

forensik dan penerapan regulasi 

hukum. 

− Studi Dokumen: Menganalisis 

dokumen hukum, laporan audit, dan 

literatur akademik yang relevan. 
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d. Populasi dan Sampel 

− Populasi: Auditor forensik yang 

berpraktik di Indonesia, pakar 

hukum yang memahami regulasi 

terkait tindak pidana korupsi, serta 

akademisi yang meneliti audit 

forensik. 

− Sampel: Dipilih secara purposive 

sampling berdasarkan kriteria: 

memiliki pengalaman minimal lima 

tahun dalam audit forensik atau 

hukum terkait, serta pernah terlibat 

dalam kasus yang berhubungan 

dengan pencegahan korupsi. 

e. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara 

kualitatif dengan langkah-langkah 

berikut: 

− Reduksi Data: Menyaring data dari 

wawancara dan dokumen untuk 

menemukan informasi yang relevan 

dengan rumusan masalah 

penelitian. 

− Kategorisasi: Mengelompokkan 

data berdasarkan tema, seperti 

regulasi hukum, kompetensi 

auditor, dan tantangan dalam audit 

forensik. 

− Penarikan Kesimpulan: 

Menyusun kesimpulan yang 

didasarkan pada hubungan antara 

regulasi hukum, kompetensi 

auditor, dan efektivitas audit 

forensik dalam pencegahan fraud. 

f. Validitas dan Reliabilitas Data 

− Triangulasi Sumber: 

Membandingkan data dari 

wawancara dengan dokumen 

hukum dan literatur akademik untuk 

memastikan konsistensi informasi. 

− Peer Review: Melibatkan pakar 

hukum dan audit untuk mengkaji 

hasil analisis guna memastikan 

keabsahan temuan penelitian. 

g. Kerangka Waktu Penelitian 

Penelitian ini direncanakan 

berlangsung selama enam bulan 

dengan tahap-tahap berikut: 

− Bulan 1-2: Pengumpulan data 

sekunder melalui studi literatur dan 

dokumen. 

− Bulan 3-4: Wawancara dengan 

narasumber. 

− Bulan 5: Analisis data. 

− Bulan 6: Penyusunan laporan 

penelitian dan penyampaian 

rekomendasi. 

h. Etika Penelitian 

Penelitian ini mematuhi prinsip etika 

penelitian, termasuk mendapatkan 

persetujuan dari narasumber untuk 

menggunakan data yang diberikan dan 
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menjaga kerahasiaan identitas serta 

informasi sensitif yang diperoleh 

selama proses penelitian. 

Dengan metodologi ini, diharapkan 

penelitian dapat memberikan gambaran 

yang komprehensif mengenai relevansi 

regulasi hukum, kompetensi auditor, 

dan tantangan dalam pelaksanaan audit 

forensik di Indonesia. Hasil penelitian 

juga diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi yang praktis untuk 

meningkatkan efektivitas audit 

forensik sebagai instrumen pencegahan 

korupsi. 

Pembahasan dan Diskusi 

a. Audit Forensik sebagai Instrumen 

Pencegahan Korupsi 

Audit forensik telah diakui sebagai 

salah satu alat utama dalam mendeteksi 

dan mencegah tindak pidana korupsi di 

Indonesia. Audit ini berbeda dengan 

audit konvensional karena bertujuan 

untuk menemukan bukti kecurangan 

yang dapat digunakan dalam proses 

hukum. Regulasi seperti Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 

memberikan dasar hukum bagi auditor 

forensik untuk mengidentifikasi 

penyimpangan dalam laporan keuangan 

dan pengelolaan dana publik. Penelitian 

yang dilakukan dalam studi ini 

mengungkapkan bahwa audit forensik 

menjadi lebih signifikan ketika risiko 

fraud dalam suatu organisasi atau 

lembaga cukup tinggi. 

Dalam wawancara dengan auditor 

berpengalaman, ditemukan bahwa 

mereka mengandalkan Fraud Risk 

Assessment (FRA) untuk menentukan 

area dengan risiko tinggi. FRA 

memungkinkan auditor untuk 

mengalokasikan sumber daya dengan 

lebih efisien dan fokus pada area yang 

paling memerlukan pengawasan. Hal 

ini menunjukkan pentingnya integrasi 

antara pendekatan audit forensik dan 

pemahaman hukum yang kuat, karena 

bukti yang diperoleh sering kali 

menjadi dasar bagi tindakan hukum 

lebih lanjut. 

b. Tantangan dalam Implementasi 

Audit Forensik 

Implementasi audit forensik di 

Indonesia menghadapi berbagai 

tantangan. Berdasarkan temuan dari 

wawancara dan Focus Group 

Discussion (FGD), beberapa hambatan 

utama meliputi: 

− Keterbatasan Kompetensi 

Auditor: Banyak auditor merasa 

kurang terampil dalam 

menggunakan alat bantu seperti 

Fraud Risk Assessment Matrix 
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(FRAM). Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya pelatihan khusus yang 

mencakup aspek hukum dan 

teknologi. 

− Resistensi dari Entitas yang 

Diaudit: Dalam banyak kasus, 

pihak yang diaudit enggan 

memberikan akses penuh kepada 

auditor, baik karena kekhawatiran 

akan dampak reputasi maupun 

karena potensi penemuan 

kecurangan yang signifikan. 

− Kurangnya Koordinasi dengan 

Aparat Penegak Hukum: Auditor 

sering kali menghadapi kesulitan 

dalam memastikan bahwa temuan 

mereka digunakan secara efektif 

oleh aparat penegak hukum. 

Ketidaksepahaman tentang 

prosedur dan interpretasi regulasi 

juga memperlambat proses 

investigasi. 

Kendala ini menunjukkan perlunya 

pendekatan yang lebih strategis dalam 

mengatasi resistensi organisasi, 

meningkatkan koordinasi antar 

lembaga, dan memberikan pelatihan 

yang relevan kepada auditor. 

c. Kompetensi Auditor dalam Aspek 

Hukum 

Kompetensi hukum menjadi elemen 

kunci dalam keberhasilan audit 

forensik. Auditor forensik tidak hanya 

dituntut untuk memahami standar 

profesional, tetapi juga hukum yang 

relevan, seperti Pasal 184 KUHAP 

yang menetapkan bahwa bukti audit 

dapat digunakan dalam proses litigasi. 

Berdasarkan wawancara, banyak 

auditor mengakui bahwa pelatihan 

hukum khusus akan membantu mereka 

menyusun laporan audit yang lebih 

kredibel dan dapat diterima di 

pengadilan. Penelitian oleh Murdock 

(2018) menyoroti pentingnya 

skeptisisme profesional dalam audit 

forensik. Auditor yang memiliki 

pemahaman hukum yang kuat 

cenderung lebih mampu mendeteksi 

kecurangan, bahkan dalam situasi yang 

kompleks. Selain itu, pemahaman 

hukum juga membantu auditor 

berkomunikasi lebih efektif dengan 

aparat penegak hukum, memastikan 

bahwa temuan mereka diterjemahkan 

ke dalam tindakan hukum yang konkret. 

 

 

d. Integrasi Teknologi dalam Audit 

Forensik 

Teknologi memainkan peran penting 

dalam meningkatkan efisiensi dan 
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akurasi audit forensik. Perangkat lunak 

seperti Intelligent Personal Assistant 

(IPA) dan Fraud Risk Assessment 

Matrix (FRAM) memungkinkan 

auditor untuk menganalisis data dalam 

jumlah besar dengan lebih cepat dan 

akurat. Dalam wawancara, beberapa 

auditor menyebutkan bahwa teknologi 

ini membantu mereka mendeteksi pola 

kecurangan yang mungkin terlewatkan 

jika hanya menggunakan metode 

manual. 

Namun, implementasi teknologi juga 

menghadapi kendala. Pertama, tidak 

semua organisasi memiliki sumber daya 

finansial untuk mengadopsi teknologi 

canggih. Kedua, banyak auditor yang 

belum mendapatkan pelatihan khusus 

untuk menggunakan perangkat lunak 

ini secara efektif. Ketiga, regulasi 

seperti Undang-Undang No. 27 

Tahun 2022 tentang Perlindungan 

Data Pribadi mengharuskan auditor 

untuk memastikan bahwa data yang 

digunakan dalam proses audit tetap 

terlindungi dan tidak disalahgunakan. 

Meskipun demikian, integrasi teknologi 

tetap menjadi langkah penting untuk 

meningkatkan kualitas audit forensik. 

Dengan teknologi, auditor dapat 

mengidentifikasi risiko secara lebih 

sistematis dan menyediakan bukti yang 

lebih kuat dalam mendukung 

penegakan hukum. 

Temuan Penelitian 

Hasil wawancara dan FGD menunjukkan 

bahwa ada tiga kompetensi utama yang 

perlu dikembangkan oleh auditor forensik: 

− Pemahaman Regulasi Hukum: 

Auditor perlu memahami detail 

regulasi untuk memastikan bahwa 

laporan audit mereka dapat diterima 

dalam proses hukum. 

− Kemampuan Menerapkan FRA 

Secara Efektif: FRA harus 

dilakukan dengan metodologi yang 

terstruktur untuk mengidentifikasi 

dan mengelola risiko fraud di setiap 

tahap audit. 

− Penguasaan Teknologi 

Pendukung Audit Forensik: 

Teknologi membantu mempercepat 

analisis data dan meningkatkan 

akurasi temuan audit. 

Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa 

banyak auditor masih menghadapi tekanan 

untuk menyelesaikan audit dalam waktu 

yang singkat. Hal ini sering kali 

memengaruhi kualitas temuan mereka. 

Dengan memperbaiki pelatihan dan 

menyediakan akses ke teknologi yang lebih 

baik, auditor dapat meningkatkan kualitas 

dan keakuratan temuan mereka. 
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Pembahasan ini menegaskan pentingnya 

audit forensik sebagai instrumen 

pencegahan korupsi. Regulasi seperti 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan 

SPKN memberikan dasar hukum yang jelas 

bagi auditor untuk mendeteksi kecurangan. 

Namun, implementasi audit ini 

membutuhkan kompetensi yang lebih 

tinggi, terutama dalam aspek hukum dan 

teknologi. 

Diskusi ini juga menggarisbawahi 

pentingnya sinergi antara auditor, regulator, 

dan aparat penegak hukum. Dengan 

mengatasi tantangan yang ada, audit 

forensik dapat menjadi instrumen yang 

lebih efektif dalam mendukung 

transparansi dan akuntabilitas di Indonesia. 

Kesimpulan 

Audit forensik dan penilaian risiko fraud 

(Fraud Risk Assessment) merupakan 

elemen penting dalam mendukung upaya 

pencegahan dan pengungkapan tindak 

pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini 

menyimpulkan beberapa hal utama sebagai 

berikut: 

1. Hubungan Audit Forensik dan 

Regulasi Hukum 

Audit forensik yang didukung oleh 

regulasi seperti Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2001 dan SPKN 

memberikan dasar hukum yang kuat 

untuk mengidentifikasi, 

mendeteksi, dan melaporkan fraud. 

Kerangka hukum yang jelas 

memfasilitasi auditor dalam 

mendukung proses penegakan 

hukum dan meningkatkan 

transparansi serta akuntabilitas 

keuangan. 

2. Kompetensi Auditor 

Kompetensi auditor, terutama 

dalam memahami regulasi hukum, 

menerapkan FRA, dan 

menggunakan teknologi 

pendukung, merupakan kunci 

keberhasilan audit forensik. Auditor 

yang kompeten dapat menghasilkan 

laporan audit yang tidak hanya 

memenuhi standar profesional 

tetapi juga dapat digunakan sebagai 

alat bukti di pengadilan. 

3. Tantangan Implementasi 

Tantangan utama yang dihadapi 

meliputi keterbatasan kompetensi 

hukum auditor, resistensi dari 

entitas yang diaudit, kurangnya 

koordinasi antara auditor dan aparat 

penegak hukum, serta minimnya 

akses terhadap teknologi canggih. 

Hal ini sering kali menghambat 

efektivitas audit forensik. 

4. Penerapan Teknologi 

Teknologi seperti Fraud Risk 

Assessment Matrix (FRAM) dan 

perangkat berbasis kecerdasan 
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buatan terbukti meningkatkan 

efisiensi dan akurasi audit. Namun, 

implementasinya harus 

memperhatikan regulasi seperti UU 

No. 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi untuk 

memastikan keamanan data. 

5. Sinergi Antar Pemangku 

Kepentingan 

Sinergi antara auditor, regulator, 

dan aparat penegak hukum sangat 

diperlukan untuk mempercepat 

proses investigasi dan memastikan 

temuan audit dapat diterjemahkan 

menjadi tindakan hukum yang 

konkret. 

Rekomendasi 

Untuk meningkatkan efektivitas audit 

forensik dalam mencegah dan mengungkap 

tindak pidana korupsi, beberapa langkah 

strategis yang direkomendasikan adalah: 

1. Penguatan Kompetensi Auditor 

o Mengadakan pelatihan 

reguler terkait aspek hukum, 

seperti pembuktian di 

pengadilan dan pemahaman 

regulasi anti-korupsi. 

o Meningkatkan keterampilan 

auditor dalam menggunakan 

teknologi pendukung audit, 

seperti perangkat lunak 

FRA. 

2. Pengembangan Teknologi 

o Mendorong adopsi 

teknologi canggih dengan 

memberikan dukungan 

keuangan kepada organisasi 

yang membutuhkan. 

o Menyediakan pelatihan 

intensif bagi auditor untuk 

mengoptimalkan 

penggunaan teknologi audit 

forensik. 

3. Peningkatan Kerangka Regulasi 

o Memperkuat regulasi yang 

mendukung implementasi 

teknologi dalam audit 

forensik tanpa melanggar 

prinsip kerahasiaan data. 

o Meningkatkan regulasi yang 

mendukung kolaborasi 

antara auditor dan aparat 

penegak hukum untuk 

mempercepat proses 

investigasi. 

4. Peningkatan Koordinasi Antar 

Lembaga 

o Membentuk forum 

komunikasi rutin antara 

auditor, regulator, dan 

aparat penegak hukum 

untuk memastikan sinergi 

dalam mengungkap kasus 

korupsi. 

o Meningkatkan integrasi 

antar sistem informasi yang 
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mempermudah proses 

berbagi data dan analisis 

bersama. 

5. Penguatan Transparansi dan 

Akuntabilitas 

o Memperluas sosialisasi 

kepada masyarakat tentang 

pentingnya audit forensik 

dalam mencegah korupsi. 

o Mengembangkan 

mekanisme pelaporan hasil 

audit yang transparan dan 

mudah diakses oleh publik 

untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat. 
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